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ABSTRAK

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, aparat penegak
hukum di tuntut mampu memberikan perlidungan terhadap korban tindak pidana
pembuangan yang dilakukan oleh orang tua kandung. Rumusan permasalahan
yang akan dibahas : a) Bagaimana_bentuk=perlindungan yang diberikan terhadap
anak korban tindak pidana-pembuanganeleh~orang tua kandung oleh Unit
Pelayanan Perempuan dan Anaﬁfmtﬁ”i inggi 2 b) Apa Saja kendala-kendala
yang dihadapi dalam Be an perlin terhadap anak korban tindak
pidana pembuapgan di an orang tua kandung@ﬁ upaya yang diberikan oleh
Unit Pelayanan I{éﬁﬂpuan dan Anak ‘Polres ittinggi? Penelitian ini
merupakan” penelitiah hukum yuridis'empitis. Data, tetelyi dari Data primer dan
sekunder. \Pengumypulan data_dilakukan “dengan’cara "wawarncara tanya jawab
langsung dengagrasumber dan studi“kepustakaan. Patiy ang diperoleh peneliti
dari penelitian udian akan=diolah’dengan=Teknik pengolahan data dilakukan
dengan cara|pemeriksaan data danediting-data,yang diolah /dianalisis secara
deskriptif kualitatif untuk.#selanjutnya “ditarik Kkesimpulan /dan saran guna
menjawab permasalahan dalam/penelitian. Bentuk "perlinddngan yang diberikan
terhadap korban seperti upaya ‘rehabilitasi* medis“dan upaya rehabilitasi sosial.
Kendala saat}, 'm ikan perlindungan yait?. elum’ adanya lembaga
perlindungan saksi da , personil yan g, tempat pemeriksaan yang
masih minim. Maka 'dari it ﬁ@ﬂiﬁu%um bukan kewajiban aparatur
hukum juga pemerintah.dan Negara Sangat perlu-dibutuhkan dalam menangani
supaya terlaksana kepentingan—perlindungan_terhadap. korban. Dari penelitian
yang telah penulis lakukan menunjukkan perlindungan yang diberikan tidak sesuai
dengan Pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan anak.

Kata Kunci : Perlindungan, Korban, dan Tindak Pidana
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan
hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa pada umumnya, sebab fisik
dan mental anak yang masih labil dan masih jauh dari kata matang. Tumbuh
kembang anak merupakan tujuan pembangunan yang sangat penting dan
ditegaskan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh kembang, /Serta beri\?\(wﬁ berlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. ‘-o\«Pk . /M@

DPapat gta lihat zaman (saat ini banyalgerjadl tmdak kekerasan
terhadap analEanak di Indone3|a mulal menuai sorotaWarl berbagai kalangan
seperti banyi stasiun- teilevéli;sl dan __,_fnedla- sogsial 3;:519 menayangkan dan
menginformasikan kasus crlmlnalsepertl - anak yang dibuang oleh orang tua
kandungannya iri, pemerkosaan yang dllakdgan oleh keluarganya atau
orang terdekat ‘dari 44@ k uwhga}mayaan yang dilakukan oleh
orang tuanya sendiri_Serta zEaEr&n anak_sebagai pekerja seks komersial
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencari uang.

Anak sangatlah rawan mengalami kekerasan, bentuk kekerasan yang

sering dialami anak, bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan

lingkungan tempat tinggalnya, tetapi bisa juga berasal dari perlakuan anggota



keluarganya sendiri. Bentuk kekeraan yang dialami anak dapat berupa
tindakan-tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran
anak.!

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan
belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada ayat 2
menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi-anak da'n hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan baapigbay‘ S'Eg;r!‘gpﬂ?$| Sesuai dengan harkat dan
martabat kema@iaan, serta me.ndpat perlinﬂ&an dari kekerasan dan
diskriminasi. =~ N\ £

Bebe@)a pasal yan'g rgféneranggan' tentang hak-hak anak korban tindak
pidana yang terdapat dalafr_].,'l_?;é“bﬂ-\'_/*l'l';b_\nék_Kor-ban dan Anak saksi pasal 89
Undang-Undéng&\lomor 11 Tahun .20:12 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak “ anak korbgﬂ? anak,saksi berha '@?s‘emua. perlindungan dan hak
yang diatur dal.am keér!ttEﬁ Eél&a%-undangah, baik yang ada dalam
undang-undang tentang hak Hak Asasi Manusia maUpun yang terdapat dalam
undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban.” Selanjutnya pada
Pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 ,, selain hak yang telah diatur dalam ketentuan

peraturan perundnag-undangan yang dimaksud dalam pasal 89, anak korban

dan anak saksi berhak atas :

! Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : PT.
Refika Aditama, 2018, HIm. 93



1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga
maupun diluar lembaga

2. Jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial

3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dalam mengenai perkembangan

perkara

Dalam memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak
Pidana Pembuangan Oleh Orang*Tua Kandung yang diberikan oleh Unit
Perlindungan Peremptan~dan Anak Polfeé Bukittinggi berdasarkan Bab VII
Pasal 90 ayat”l U@]B‘Undg‘g N?rrﬂ/%ahun 2012 Tentang Sistem
Peradllan Analg&nya ada 1 (satu) yang dlberngdan dllakukan oleh Unit
Pelayanan P@npuan dan Anak Polres Buklttlnggl’-ggtu Upaya Rehabilitasi
Medis sepe? Memberlkan Susu Tambahan me%erlkan vitamin gizi,
melakukari lmunlsa3| bagl anak tersebut serta upaya rehabilitasi sosial didalam
maupun diluar I(irpbaga sepertl mendapatkan perly@ungan atas nama baiknya,
kerahasiaan ‘hukum wlqleiumpa A %rhgn?memberlkan fasilitas lain,
Sedangkan 2 (dua)fagi-yaitu jaminan keselamatan-fisik, mental maupun sosial
dan kemudahan untuk mendapatkan informasi fnengenai perkembangan

perkara belum diberikan dan dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
atas Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban

ruang lingkup hak-hak korban antara lain :



10.

11.

12.

Memperoleh perlindungan atas keamanann pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan

Memberikan keterangan tanpa tekanan

Mendapat penerjemah

Bebas dari pernyataan yang menjerét' By

Mendapatkan inf@ﬁ%e%‘e%ﬁﬂﬂﬂygg&dilm

Mengetahui @am hal terpidana dibebaskan 'Vo

Mendapaéentitas RAUN 515 .., P
N RS
Mendap@an tempat_kedifjman bar"__y — L
Memperoleh penggantiah'_t;iaya- tr‘én_spo_rtasi _sesuai-d_engan kebutuhan

Mendapat nasihat hukun, dan/atau

§ & A
Memperaleh Wn hiaya hidup @Qﬁtara. sampai batas aktu
\ ATERp B

perlindungan berakhir.

Dalam rangka meningkatkan peran Polri dibidang Kamtibmas,

khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polri telah

menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak (UPPA) Pasal 1 ayat 1 PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Inodnesia yaitu memberikan



pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang
menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Fungsi
yang dimiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) diatur dalam

Pasal 4 PERKAP Nomor 10 Tahun 2007 Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

3. Penyelenggaraan kerja sama.dankoordinasi dengan instansi terkait.?

Pasal 6 ayat/4-PERK r 10~Tahun 2007 disebutkan bahwa
AL A
tugas pokoksUnit @Q\ adalah melakukan p P@'ﬂikan tindak pidana terhadap

perempuan dag#rak yang meliputi): e O,
1. Perdagargn Orang ('Hurﬁgn"f'r'éi'ffi_;(__:king) _ -:PI:

2. Penyelundupan Méhdsia-(i?qul_q_S‘Eﬁuggling)

3. Kekerasan (éecara um-ur”n'l.maupun'délazrh._rurhah téngga)
4. Susila (Perk% elecehan, dan cabul)- ?'S

5. Perjudian dan Prostll‘ﬂi FERA %P '

6. Adopsi llegal . — -

7. Pornografi dan Pornoaksi

8. Money Laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas

9. Masalah Perlindungan Anak (Sebagai Korban/Tersangka)
10. Perlindungan Korban, Saksi, Keluarga, dan Teman

11. Kasus-Kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak

2 Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia



Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu
institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran
sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan
tindak pidana pembuangan terhadap anak. Untuk mendukung tugas Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak dalam mengurangi tindak pidana
pembuangan oleh orang tua kandung, maka pemerintah telah mengesahkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahumn 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahtin-2002 Tenténg Perlindungan Anak, Sehingga Unit
Perlindungan Perem\pq@s%anwk\%ﬁ% 4¢Bukittinggi dituntut mampu
membantu me@mkan perlindungan danl pe%esaian terhadap korban

'y
tlndak pldangmbuangan oleh orang tua kandung *_;

Anakanak seharusnya mempunyal kesempa;[‘: an yang leluasa untuk
bermaintdan berekspreSI yang harus dlarahkan uAtuk/ tujuan pendidikan,
bermasyarakat S@n penguasa yang berwen&g harus meningkatkan
pelaksanaan ‘hak.? %7[1 dan ﬁer@ﬂ%x hukdm pada anak sudah
selayaknya mendapatkan perhatlan secara khusus-dan serius karena anak-anak
mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan
Negara. Selayaknya anak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dari
bahaya maupun ancaman dari luar seperti anak yang dibuang oleh orang
tuanya sendiri. Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak anak yang

menjadi korban dari pelaku tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan

® Irma Setyowati Soemitro, Aspek Perlindungan Hukum, Jakarta, Bumi Aksara, 1990,
him 23



kita oleh karena itu perlu ada perhatian khusus dari pihak terkait sehingga

adanya kepastian hukum bagi anak dan keluarganya.*

Dalam tiga tahun belakang terjadi tindak pidana pembuangan yang
dilakukan oleh orang tua kandung yang mana anak sebagai korbannya, Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dari Tahun 2019 sampai
Tahun 2022 telah menangani sebanyak 3 Kasus anak yang menjadi korban
tindak pidana pembuangan oleh“Orang tua kandung dan peneliti mengambil
salah satu sampel perlir:sduri{;fa‘nuﬁng- dibefikan oleh Unit Pelayanan
Perempuan dan Ar‘gék&?ban Tindak Fﬁ!ﬁ%mbuangan Oleh Orang Tua
Kandung Dalgﬂ&gnulisan skripsi_ini kasus ya@an di telit_i oleh penulis
adalah perlir@‘ngan terhadap anakkorban tindak Ep?gana pémbuangan oleh
orang tua ka%ung sebeharhyé;kas_usiéi. télah t-érjadi oﬁmta bukittinggi, yakni
kronologis ka_sus tersebuf terjadlpada 'ta.-n'ggal 14juni/ 2020 bertempat di
kawasan Tugu T@p Baleh Kdté -Bukittir-i.ggi, pelaJQnya adalah ayah dari sang
bayi yang berinisiaq/Mﬁ%_rEsih ber, Tahup yang masih dibawah
umur dan ibu dari-bayi tersebuﬁyﬁw\g berinisial~L/ yang sudah berumur 21

Tahun, berhasil diamankan jajaran opsnal Polsek Kota Bukittinggi pada sabtu,

13 Juni 2020.

Dari Hasil Pemeriksaan penyidik unit PPA (Pelayanan Perempuan dan
Anak) Sat Reskrim Polres Kota Bukittinggi, Ayah sang bayi sengaja

membuang sang anak dengan cara berpura-pura telah menemukan bayinya

* Justicia, Airlangga, Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak, UBELAJ :
Universitas Airlangga, 2018, Vol 2, him 39



sendiri. Kemudian, menyerahkan kepada warga di kawasan Tugu Tigo Baleh

Kota Bukittinggi.

Penangkapan berawal dari hasil penyelidikan Opsnal Polsek Kota
Bukittinggi yang bermodalkan barcode baju yang dibeli sang ayah di salah
satu toko baju anak-anak di Kota Bukittinggi, yang mana baju tersebut
diletakkan sang ayah di dalam kardus tempat bayi tersebut diserahkan kepada
masyarakat. Dari barcode itulahypetugas menggali informasi ke toko tempat

baju itu di beli oleh sang-ayah tersebut.

Kepolisian @ﬁ‘or Kota Bukittinggi @i%sil mengungkap kasus yang

sangat_menja(&%erhatian publi.k_ hgmpi_r ééming@yjmg.lalu itu. Pelaku di
ringkus polisa.?ikawasan- Jalén\_.Ahm'aq_'Yani,' Kampuid Cina/ Bukittinggi saat
pelaku tengathengeridérqi kéir'ldaraar_l_,%éep.e_dé motor. Setelah'pelaku diringkus
oleh Kepalisian Bukittirigéi','.'-k;r:-rlﬁ;idién. "pdlisi'. kembangka.n dan kemudian
ibunya pun ju@é}gera diamankan d_ari ..ter@t kosnya dikawasan Aur
Kuning. - @4 TERA BP‘Q\ //

Berdasarkan traian diatas., maka-pentlis “tertarik untuk melakukan
penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul
“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

PEMBUANGAN OLEH ORANG TUA KANDUNG ( Studi Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ).”



B. Rumusan Masalah

Dalam Penelitian perlu adanya suatu perumusan agar penelitian
tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terarah tepat, sehingga dapat
mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban

tindak pidana pembuangan“oleh orang tua kandung oleh Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak Palre
N

/hd@,m memberikan perlindungan
<7

terhadap a‘&( korban tindak pldana pembu@an dilakukan orang tua

2. Apa Sajarkend ndala yang dihadapi

kandung ata upaya: yang dllakukan oleh Uit Paayanan Perempuan dan
| : m
Anak Polres Buklttlnggl ') :

C. Tujuan Penglitian

Tujuan &a? nelitian ini adalah untqu;lvlu%njawab rumusan masalah
yang telah penulis uraikdﬂs%ﬁﬁrﬁya%litian ini‘bertujuan untuk :

1. Untuk Mengkaji bentuk Perlindungén Terhadap Anak Korban Tindak
Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung pada Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

2. Untuk Mendeskripsikan kendala yang dialami unit Pelayanan Perempuan
dan Anak Polres Bukittinggi dalam menangani tindak pidana terhadap

anak korban pembuangan oleh orang tua kandung.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus analisa penelitian ini
dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat

memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teroritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan perkembangan
bagi ilmu hukum pada”umtmnya dan perkembangan pembaharuan
sistem hukum di" Indgnesia. N\

b. Diharapkanq?e gan penulisan -ini dapatymemberikan sumber
_mform§ldan sumbangan, pemikiran b% perkembangan hukum
pidanai Indonesiay™ > i, €725 >

S -/ £~ -
2. Manfaat Praktis =\ :

a. BagiAparat Penegak-'Hukum---':'-_

I—@é/Penelit'ian ini diha.t_rapkan?~ at memberikan masukan
bagi aparat peﬂ%{} Vué,lﬁi&n Brptg‘ -Iembaga Negara yang terkait,
khususnya--lembaga-lembaga—hukim..serta lembaga perlidnungan
perempuan dan anak yang ada dilndonesia dalam upaya meningkatkan
perlindungan anak di Indonesia secara menyeluruh.

b. Bagi masyarakat Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan

tambahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya

dalam penegakan hukum terhadap upaya yang dapat dilakukan dalam



mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua terhadap
anaknya sendiri..

c. Bagi penulis sendiri

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan juga merupakan
latihan dalam meneliti, menambah cakrawala berfikir dan dapat untuk
menyusun karya ilmiah#skripsi dalam penyelesaian studi Sarjana

Hukum.

/. aS N‘UH4 \ b
el M)~
E. Metode Penelitiane\ "\
etode rene aQrSo %

' "l\_'/letod\ enelitian |n| pada das_ar.h'ya 'mgrup‘&kah' cafa ilmiah untuk
mendapatkagengan tuluankegunaan .t-e_ft_'_e;ntu., '.up% pehcarian yang pada
dasarnya .pengetahuan-,. juga s_uatucara -un.-tu-k. | m'érr.-lecahkan _masalah ataupun
cara mengemba‘hgkan ilfﬁﬁ..béngeté_thu%;'_lﬁ s.é.r'.[___a Wawaé'ah dengan menggunakan
metode ilmiah. de penelitian merdpakah@u perencanaan penelitian
pada hakekatnya’merup&ﬂnﬁ@ﬁ%p&%ﬁk yang :tersusun secara logis dan

sistematis.® Adapun metode “ilmiah yang 'digunakan dalam penelitian ini

adalah :
1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat

pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan

> Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta : Kencana,
2016, him 3
® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Ul-Press, 2015, him 20
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keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, tindakan yang dilakukan,
serta jaminan apa yang didapatkan terkait Perlindungan Terhadap Anak
Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Studi Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi.

. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.
Penulisan hukum empiris~adalah suatu penelitian ilmiah baik kualitatif
maupun kuantitatif degawﬁnbll objek kajian terhadap segi-segi
hukum tertentt@\g memlllkl nilai e %@untuk menjawab pertanyaan
yang terleg@ﬁahulu telah dlsusun secara ded@;f dengan jalan meneliti
data Iapﬂan sehlngga penelltl dapat menaFER kesimpulan.” terkait
Perllndungan Terhadap Anak Korban Tlndak Pl:dgna Pembuangan Oleh

Orang,, Fua‘Kandung Stud| Unlt Pelayanan Perempuan dan Anak Polres

Bukittinggi. ¢§?

?~
. Sumber Data dan?a‘fﬂwFEﬂWA %Pg\

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder yaitu :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi
penelitian yakni Unit perlindungan perempuan dan anak polres
bukittinggi dengan melakukan wawancara dengan memberikan

beberapa pertanyaan kepada narasumber dari Unit Pelayanan

" Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok : PT.

Grafindo Persada, 2018, him 129
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Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi yang dapat memecahkan

masalah yang diteliti.

Data Sekunder, yaitu berupa bahan hukum pada dasarnya bahan-bahan

hukum akan penulis kelompokkan menjadi 3 jenis yaitu diantaranya :

1)

2)

3)

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari KUHP,
KUHAP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan”_Anak, Uhdang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

MUK 4, 3\
tentang-P I@k%\ Atas U ﬂﬂé) dangsNomor 23 Tahun 2002
N 1
tenta@%erlindungan Anak | Undaﬁ%ndang Nomor 11 Tahun

20%2 tentang, Sistem Peradilan Anak, Per@ran Kapolri Nomor 10

TaRun 2007-tentang: Organisasi-dar’ Tatalkerja Unit Pelayanan
Perempuan dah_-.,Ah'ak'-*('anit sBPA)Tdi Lingkungan Kepolisian

Bahan % sekunder dalarh & %n inisbersumber dari buku,

AT

karya lilmiah danﬁtﬁlﬁt&ait Perlindungan Terhadap Anak

Negara Republikindonesia.

Korban Tindak Pidana Pembuang.an Oleh Orang Tua Kandung
Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi .

Bahan hukum Tersier dalam penelitian ini bersumber dari kamus
hukum dan ensiklopedia hukum terkait Perlindungan Terhadap
Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua
Kandung Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres

Bukittinggi.
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Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.
Dalam hal ini lokasi penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Polres Bukittinggi.

. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang
memenuhi  syarat-syarat_tertentu yang berkaitan dengan masalah
penelitian. Dalam rgsaf@? li_lji’%e‘?lyidik dj _Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak .'%spkBukittinggi terkzﬁa@lindungan Terhadap Korban
_Tindal:_:.ﬁﬁana Pembug.n_ga.n _Olgh-. O-rang@ﬁ Raitung di Wilayah
Hukue® Polres Bukit'tip.ggi---s_(_a__!g:rh_a-4 TahunFerakhir ini yaitu dari
Tahun32019 szirﬁp‘a_i déhgan Ta.:Fiun._2(:)2'2 sudah:lr:nenangani kasus Anak
Korban® Tindak PldanaPembuangan Lolef 'Orang Tua kandung
sebanyak §¥%asus. | ] . A

e\ V/ A
b. Sampel adala Iargﬁ)ﬂegﬁe itian yang telah ditetapkan oleh

peneliti dalam,melakukan”penelitiar._Dalam, masalah ini penulis akan
mengambil 1 sampel dan melakukan wawancara kepada salah satu
penyidik yang menangani kasus terkait dengan Perlindungan Terhadap
Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung
yang dilakukan oleh ayahnya sendiri di kawasan Tugu Tigo Baleh
pada tanggal 14 juni 2020 Studi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Polres Bukittinggi.

14



6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik
dengan melakukan wawancara Tanya jawab kepada pihak UPPA Polres
Kota Bukittinggi untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan

cara membuat daftar pertanyaan wawancara.
. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digufiakdn-yaitu.pemeriksaan data, penandaan data,
Klasifikasi dan penyt&ganwlslehﬁmd&ta terkait Perlindungan Terhadap
Anak Kebran é@ék Pidana Pembuangan@‘é Orang Tua Kandung Studi
Uni't'PeIay./‘,a}an Perempuan _dan'Anak Pélfes Bl%\_inggi. .

. AnalisisData = x = o

Analisa data _ya'ng 'dil'akijkan-.'dengan metode sanalisis kualitaif,

yaitu Berusaha mengamati gejala hukum tagqi menggunakan alat ukur

yang menghas%zfg,l‘(.a, b'erupagﬁ i yang hanya dapat dinilai

dengan menggunakan per!tyaxn perudangan;  pandangan teori dan
konsepsi, para ahli dan logika terkait Perlindungah Terhadap Anak Korban

Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung.
Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum ini menggunakan
metode penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang

dihadapi terkait Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan dan Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan

Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum

Menurut @p&aM|%4ﬂy}ndungan adalah segala upaya

\
pemenuhan@(- dan pemberlan bantuan peﬁﬁ&mgaﬂ untuk memberikan
rasa amarﬁepada sak3| dan atau korban perl-rﬁdungan hukum korban

kejahataDsebagal baglan darl perlmdungan _masyarakat, dapat di

wujudkan dalam bentuk pelayanan medls dan bantuan hukum.®

2. Pengertian P&lndungan Hukum N &

Nashrlana%qpe’ngﬁﬁbg\pg?rlmdungan hukum merupakan

sarana hukum,__atau—perlindungan_yang_diberikan oleh hukum untuk
kemudian diajukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-
kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan

yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.®

8  Agus Takariawan, Perlindungan Saksi dan Korban, Bandung : Pustaka Reka Cipta,

2016, him 34

® Nashriana, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2001, HIm 153
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Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk
berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini
sudah tercantum dalam pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang Berbunyi :

1. Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya, serta berhak,atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untukLtierbﬁaf atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan ha@aﬁ%ﬂs Wi HA/M@

S

2.. Setiap :\& berhak ,u_ntu_k b.ebas_ dart pe%aan atag perlakuan yang
mere@hkan dera.jat.-mé.;__rt_gb_g'[.. _rﬁang_sia dan bignak memperoleh suaka
polithdari Negara Iam : | <

RPasal 28 hurufGUndangUndang D'a'sar Negara Republik

Inodneisa T@&1945 B'e.rmakna bahwa seg&warna Negara berhak atas

perlindungan, darﬂ@@rr?h?iglgrpga‘ sendiri; keluarga, kehormatan

maupun martabat.dan-harta-benda-yang dia.miliki dibawah kekuasaannya.

Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya

ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi

manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan
penyiksaan dan pelakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat
manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu Negara

membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal

18



yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan
dimasyarakat. Setiap warga Negara juga berhak memperoleh suara politik

dari Negara lain.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan
tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan
martabat yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-
wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang

tidak sesuai dengan aturan hukum

Perllnd@‘a‘g\ hukum dapat dlg/%@n dalam upaya melindungi

kepentmgeﬁvnasyarakat dari tmdakan sewena@venang yang merupakan
tujuan daEﬂwkum yang dapat leUjudkan dalam'b'entuk adanya kepastian
D

hukum.**
a. Bentuk-Bentuk Perlindungah'H'ukU'm |

Perllrgé% hukum. ialah suatwyang melindungi subyek-
subyek hukum melal ﬂ IeEtBAp&mdang -undangan yang berlaku dan

dipaksakan pelaksanannya=-dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum

dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang
diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah subelum

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

19 Nainggolan, Lukman Hakim, Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Jurnal
Equality, 2005, Vol 1, him 21

" Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : PT
Refika Aitama, 2014, HIm 9



2)

undangandengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta
memebrikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan
seatu kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif, adalah suatu perlindungan hukum
represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti
denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal
tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu

pelanggaran.

b. Unsur-Unsur Perlu@@&é Mku#‘q@@

Uns@nsur Perlindungan Hukum-terGif) dari.empat yaitu sebagai

befikut i "2 NSl Ol

1) Adanya pengayoman dan perllndungan dari pemerintah terhadap
warganya . RN ' .

2) Jaminan stian hukum ) &

3) Adanya p_eraMMladrE ﬁi& @Pg‘kaltan dengan hak-hak warga
Negara

4) Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan Hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia ialah

implementasi atas prinsip pengakuan perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia bersumber pada pancasila sebagai prinsip Negara

hukum yang berdasarkan pancasila. Pada hakikatnya perlindungan hukum

setiap hakitkatnya orang yang berhak mendapatkan perlindungan dari

suatu hukum.
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B. Tinjauan Tentang Anak

1.

Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai

pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih

12

kecil ataupun manusia yang belum dewasa.” Menurut R.A. Kosnhan

“Anak-Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan
perjalanan  hidupnya karen_a mudah terpengaruh  untuk keadaan

sekitarnya”.'®

no N‘UH4
Pengert@{%nak berdasarkan %71 ayat, (1) Undang-Undang

Nomor 35 iﬂhun 2014 Perubahan atas Undang,lndang Nomor 23 Tahun
2002 tenag Perlmdungan anak adalah seseoranvyang belum berusia 18
= X

(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam Kandungan.

OIeH karena itu.' ah'ak-ahék"perlu diperhatikan secara sungguh-
sungguh A tapi, sebagai makhluk 561%1 yang paling rentan dan
lemah, ironisnya anéﬂ-arf RW %P@ kali dltempatkan dalam posisi
yang paling dirugikan;'tidak memiliki hakTntuk bersuara, dan bahkan
mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap

hak-haknya.**

him 25

12\\ J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko, 1984,

Y R.A. Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung : Sumur,

2005, him 113

" Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, him 28
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2. Hak-Hak Anak

Kita ketahui bahwa manusia memiliki hak sejak iya dilahirkan
keduania, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak
sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak
terkecuali juga dimili oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus
yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan
kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan

dunia bahwa perlindtingan terhadap anak mutlak diperlukan untuk

MUK~ -
menciptakah mas@eBh‘nskemanusiaaﬂ%auh lebih baik lagi."
< 9

Secare’ Universal anak-mempuhyai I—%Asasi Manusia yang di
lindungi ﬁum, bahk_a_n"b_é_.r.lakﬁ.__gejgak_da.la_m kafjBtingan) karena itu anak
juga berh?ak mendébat_kah{perlind_t_fhgah hukum ata:E segala kegiatan yang
mengarah jpada pertumbuhanmaupun 'p'erke'mban'gan dfmasa mendatang.

Agar semua¢berjalan sésuai dengah_ hak ugfersal anak dan diperlukan
semua pihaky,*° @4 TERA BP‘Q\ //
Hak-hak ™ anak menuru.t Konvensi~hiak=hak anak dikelompokkan

dalam 4 kategori, yaitu :

a. Hak kelangsungan hidup.
b. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan

penelantaran.

5 M. Natsir Djamil, Anak Bukan Untuk DiHukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, him 5
'® Syaifullah Yhophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari
Tindak Pidana Pelanggaran Orang tua dikota Pekannbaru, Jurnal IImu Hukum, Vol, No. 1, him 2



c. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai
standar hidup yang layak.
d. Hak berpartisipasi.

3. Kewajiban anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,
ada lima hal kewajiban anak<diNindonesia yang mestinya dilakukan, antar

lain :
S MUK
a. Menghorm%\a‘angtua wali, dar:?]l%@

b. _-MenC|§Weluarga masyarakat dan meny@ngl teman,
C. Meno&al tanah air dan Negara :” 7 'P
> "
d. Menunaikan |bada_h s_es_ual _dengan _ajaran agamanya
e. Melakdahakan etik’a”dah.élzﬁiﬁk:yéhg'mul'ia. y,

Mak an itu anak wajib melaksv@ an gtika dan akhlak mulia
sebagai wujud kesafﬂwr Eﬁ*\y&?‘membuat hubungan antar anak
dengan anak; anak-dengan orang tua _dapat-teratur dan menunjukkan sikap
yang beradab sesuai ajaran agama. Dengan demikian, diharapkan pula
anak menjadi pribadi yang positif dan berguna bagi masyarakat, bangsa,
dan Negara. Anak melakukan kewajibannya bukan hanya semata-mata

sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban

menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik.*’

7 Setya Budi, Implementasi Ide diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, Yogyakarta :Genta Publishing, him 26



C. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Menurut Bambang Wahyu dalam bukunya yang berjudul
Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud
dengan korban adalah orang telah mendapat penderitaan fisik atau
penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas
perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak

pidana dan lainnya. Disin{\}‘elas yang dimaksud orang yang mendapat

et &5 UH - .
penderitaan fls%\tﬁ eterusnya itu korban, dari pelanggaran atau

tindak pida % . _ %
%S Ny B
Mefigenai  korban perseorafigan, “dhstitisi, lingkungan hidup,

masyarakat, bangs'a,'da_n _ﬁggara dgijat_ ménjabarkan sebagai berikut :

a. Korban 'perseorangénl._ad'alah'é'e.t'ia.b brahg sébagai individu mendapat
penderita’a%d’;jiwa, fisik, materil; ma@ non material.

b. Korban 'institusfanéErRﬁiaB%gi\tusi' mengalami penderitaan
kerugian*dalam menjalankan flngsinya yang menimbulkan kerugian
berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta,
maupun bencana alam.

c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang
didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang,

manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh

'8 Bambang Wahyu, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta : Sinar Grafik,
2012, him 9



berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan
alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan
kebakaran hutan

Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang
diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil
pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak

budaya tidak lebih baik s_etiap tahun.

2. Hah-hak Korban _»

a.

e.

Perlindungan- %mamqygﬁﬂav)&swn kejaksaan, pengadilan,

adyokat, Jembaga 503|al atau plhak 'ﬁ&nya sementara maupun

&

'berdasﬁan penetapan perlntah perlmdungan';

Pelar@nan kesehatan sesual dengan kebutuha%edls
Renanganan secara khusus berkaltan dengan keraha5|an korban

Pendampmgan oleh pekerja 505|al dan 9<r1tuan hukum pada setiap

tingkat pr%zlemenksaan sesm%gan ketentuan peraturan
perundang undanganTE RA B

Pelayanan blmblngan roham

3. Korban Menurut Peraturan

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang

berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

a.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. “Korban adalah orang yang
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mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

b. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. “korban adalah orang
yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam ruang
lingkup rumah tangga”.

c. Pasal 1 ayat (5) UndangsUndang Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Komisi  Kebeparan—"dan 'Rék'ons_iliasi. “Korban adalah orang
perseorangan&apiéo%olk, yﬁ%ﬂ/&mengalami penderitaan baik
ﬁsik, mﬁ maupun emosional, _kerggiﬁdkonomi, atau mengalami
'pengaba.;an, pengurangan-, atal permapasan ‘t:ék-hék dasérnya, sebagai
akibaDIangsung _d‘arijpelangQéran hak asasi-manlsia yang berat,
termasuk korban a_d.z__aiaéi j-uga-aﬂli warisnya”. y

D. Tinjauan Tentalnsq Tindak Pidana dan Tindak Fj{dana Rembuangan

1. Tinjauan Tenta‘%xdak Pidana— Q\?“ _
a. Pengertian TindaﬁP%.ﬁaR A %

Istilah TindaKk-Pidana a0aTah berasal dari istilah yang dikenal
dalam hukum pidana belanda yaitu ” strafbaar feit “ atau perbuatan
melawan hukum. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda
dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.
Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi

dari istilah itu, sayangnya kini masih belum ada keseragaman



pendapat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa Tindak
Pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukum pidana.™

b. Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat
dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni : dari sudut
teoritis dan dari sudut undang undang. Maksud teoritis ialah

berdasarkan pendapat Rﬂra ahli hukum yang tercemin pada bunyi

g
rumusannya‘lb \‘rﬁek‘adl tindak pcﬂ%er‘[entu dalam pasal-pasal
gratur rundan undan an yang ada. ‘®ari pembahasan mengenai
P 3&35 giundaggan yang v@}p g
perur@"an tmdak pidana yang dlkemuka@ beberapa para ahli
huku% dapat- djambll unsur-unsur tlndak:lr:ﬁdana sesuai dengan
batasan batasan tmdak pldana yang dlkemukakan oleh teoritisi

tersebut. sur unsur Tlndak Pldana terdlquarl

?~
1) Unsur Pe%rfﬁli\ Bpg‘

2) Unsur melawan hukum

3) Unsur kesalahan

4) Unsur akibat konstitutif

5) Unsur keadaan yang menyertai

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntu pidana
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

8) Unsur syarat tambahan untuk didapatnya dipidana

* Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2002, him 50



Dari 8 (delapan) unsur itu, diantaranya dua unsur yakni

kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif,

sedangkan selebihnya adalah termasuk unsur objektif.

. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-Jenis Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar

tertentu, yaitu :

1)

2)

8)

4)

5)

6)

7)

Menurut sistem-KUHP “dibedakan antara kejahatan dimuat dalam

buku 1Ldan pg@gmumt/dgam buku 111,

<
Menur, dfo}ara merumuskannya, %akan antar tindak pidana

forﬂfﬁ" dan tindak pldana materll Oa:‘L

B%asarkan saat dan jangka Waktu -grjadinya, maka dapat
dibedakan antara_l- tmdak _._p.ldana terjadl seketika dan tindak pidana
terjadi dalam v-vé.k'lt.u'lam'a' atau béflangsung Iéma/berlangsung terus.
Berd n bentuk kesalahan dltviﬁ'kan antara tindak pidana
sengaja dan ar E@ﬁloﬁg‘ngan séngaja.

Berdasarkan sumbernya, dapat-dibedakan antara tindak pidana
umum dan tindak pidana khusus.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak
pidana aktif/posotif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan
tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
dibedakan antar tindak pidana tunggal dan tindak pidana

berangkai.
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8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,
maka dibedakan antar tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
9) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan
hukum yang di lindungi
10) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antar tindak
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua
orang) dantindak-pidana prbpria_(tindak pidana yang hanya dapat
dilakdkan g(ep.&nwa'ﬁ’g’déﬂugytas tertenti).
o N
Pada(ﬁﬁumnya tindak pidana iy ditg@)( dan dirumuskan untuk
berlaku @_\;1 semua prar_jg.____dg_r_'_]:_._:r_nefmgng bagia’p;erbesér tindak pidana
pembuanam bayi itu d:iru'l}':_i\iuskan dengan niaksud%ng demikian. Bahkan
perbuatan_te-rsebut mérupékér'i"_@é_rbu'atén-perbuatan yang tidak patut dan

tidaklah pan{gg sebab mélanggar hak™asasi ,Qanusia yang telah diatur

dalam Undan_gg% ?'QEE SK T@Lﬁ@ zg

. Tinjauan Tentang. I indak-Pidana-Rembuangan

Tindak Pidana Pembuangan Anak adalah suatu perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru
lahir untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut
lepas dari tanggungjawabnya. Tindak Pidaan pembuangan bayi diatur

dalam Buku 1l KUHP tentang Kejahatan Pada Bab XV tentang

2 Ayu, Herdian, Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Kabupaten Boyolali, Jurnal Law

and Justice: Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2018 Vol 2, HIm 26
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Meninggalkan Orang yang Membutuhkan Pertolongan, yaitu pada Pasal

304 hingga pasal 308 KUHP, yang berbunyi :

a. Pasal 304 : Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau
membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi
kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum
yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara
selama-lamnya 2 tahup’ 8, bulan penjara atau denda sebanyak-
banyaknya Rp#4.500,- e

s MIUH -
b. Pasal 305~ Raﬁa%smpa menaruﬁég'?‘wk yang dibawah umur tujuh
S
tahun diguatu tempat supaya dipungut_oré?@ain, atau dengan maksud
akan @bebas darizpada’ pemeliharaan, anakﬁ'tu, meninggalkannya,
dihuk?m penjara sellarﬁ-laman)%a_ 5'tahun 6 bula-'!l:f

c. Pasal 306 : (1) kal-a_u'_siél:é'h:_ﬁ_s_atu' perbuatan yang' diterangkan dalam

pasal BO(IS,dan 305 "itu menyebabkan IL)Q berat, maka si tersalah

dihukum pgj&ﬂala)ma-lamany 7 6 balan. (2) kalau salah satu
perbuatan ‘int menyebaglgwe)\ran_g mati;~si tersalah dihukum penjara
selama-lamanya 9 tahun. |

d. Pasal 307 : Kalau si tersalah karena kejahatan yang diterangkan dalam
pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka baginya hukuman
yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan
sepertiganya.

e. Pasal 308 : kalau ibu menaruh anaknya disuatu tempat suapaya

dipungut orang lain tidak beberapa lama anak itu dilahirkan oleh



karena takut akan diketahui orang ia melahirkan anak atau dengan
maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya,
maka hukuman maksimum yang tersebut dalam pasal 305 dan 306

dikurangi seperduanya.

Selain diatur di dalam KUHP, Pelaku tindak pidana terkait
pembuangan bayi juga dapat dijerat dengan pasal yang ada pada Undang-
Undnag Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun' 2002 tentang Perllndungan Anak, Yakni sebagai

erikut: " P“s H4
Berikut: ‘.o\“ @@

Pass 6B yang Berbunyl a O
~ / *L
%ap orang dllarang menempatkan r%]blarkan melibatkan,
menyuruh mellbatkan anak dalam S|tua3| perlakuan salah dan

penelantaran

Pasal‘?%lg berbuny| Q\?.

“setiap orang yang m langgar ketentuan sebagalmana dimaksud
dalam pasal 76B, d| pldana dengan pldana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000 (Seratus Juta

Rupiah).”

Selain Pasal tersebut terdapat juga pasal yang dapat menjerat
pelaku pembuangan bayi ancamannya diatur dalam Pasal 80 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yaitu :
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1)

2)

3)

4)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan dan atau dendapaling banyak RP 72.000.000 (Tujuh
Puluh Dua Juta Rupiah);

Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak RP.100.000.000 (Seratus Juta
Rupiah); s, _

Dalam al a@ﬁéag‘g‘mgnyﬂmdénaksud pada ayat (2) mati,

makape@r dipidana dengan pidana pﬁga paling lama 15 (lima

belas)2 un dan/atatdenda pal_l_ng _banyak—_gPB.OO0.000.000 (Tiga

Milya?upiah);: X - : : o
Ridana ditambah sepertlgadarl _k‘é_téntua_. sebagaimana yang dimaksud
pada éyét ), (2, dan (35...ap.abila yang melakukan penganiayaan
tersehuit ;?%‘&vz}_ ? : BP‘Q\V .

Selaip *~diatur__dalam_.Kitab _Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), peraturan kejahatan bayi juga dapat ditemukan pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. Dapat dilihat dalam pasal 9 ayat (1) “setiap orang dilarang

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

tersebut”. Pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling

banyak RP.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
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Perbuatan pembuangan terhadap bayi yang baru saja dilahirkan
jelas merupakan tindak pidana, karena perbuatan ini sangatlah tidak
mencerminkan sisi humanisme dalam manusia itu sendiri. Perbuatan yang
oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan
perbuatan pidana maupun dapat disebut juga sebagai delik. Tindak pidana

pembuangan bayi terbagi dalam 2 bentuk, yaitu:
a. Bayi Baru Lahir Dibuang/dalam Keadaan Hidup

Ancaman pidana mékw P[F A? terdapat dalam Pasal 305 KUHP
(tentang m@;r%h anak di bawah u u1uh tahun di suatu tempat
agar di @gut orangylain dengan maksud @bebas dari pemeliharaan
anak E) adalah Ilma tahun enam bulan Sed?lgkan ancaman pidana
maks?num yang terd_apat_dal_a:m Pasal 306 a:yElt (1) KUHP (tentang
melakukan perbuata'h' dalamPasaI 305 KUHP'hingga menyebabkan si
anak luk at) adalah tujuh tahun enam {&Ian dan Pasal 306 ayat (2)

KUHP (mel%qnmﬁjﬁn@p& Pasal 305 KUHP hingga

menyebabkan.si anak-mati) adalah-sembilan.tahun.
b. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Mati

maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP yang
berbunyi: “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari
atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan
kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan yang di Berikan Terhadap Anak Korban Tindak
Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung Oleh Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi

Sebelum penulis membahas rumusan masalah dari hasil penelitian,
terlebih dahulu peneliti akan membahas sedikit tentang Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak Polres Bukittihggi._ Jadi sebelumnya Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak na&gnyhU Ng&thuang khusus Pelayanan Khusus
(RPK), Namun P@langgal 3 Oktober 2007 %g Pelayanan Khusus (RPK)
di ubgh- menél Unit Pelayanan Perempuan daffLAnak dimana unit ini
bertugas mgberlkan pelayanan dalam bentuk frllndungan terhadap
perempuan dan anak yang menjadl korban kejahatan dan/ penegakan hukum

terhadap pelakunya

A

Tujuan d|b ya Unit Pelayanan FQ‘&'fpuan dan Anak adalah guna
mencari serta mengumpﬂz Elﬁi%nt membuat/terang atau dengan kata
lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya. Dalam hal ini lebih menekankan pendekatan secara halus dalam
mengajukan pertanyaan kepada korban yang biasanya perempuan dan anak.
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari unsur pimpinan berupa
Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), dan unsur

Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan berupa Perwira Unit Pelindung (Panit
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Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya

terdiri dari Polisi Wanita (Polwan).

Sehingga perempuan yang telah menjadi korban kekerasan tidak
merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialami
tersebut. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban bersifat sangat
privasi. Selain itu, muslimah yang tidsk msu dilakukan pemeriksaan atau
penggeledahan oleh Polisi Iaki-laki,_ sehingga pada ruang perlindungan
perempuan dan anak terdiri dari para pefém_puan. Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak merup@P‘%Sl}y‘ 'Ejellgyl/ﬁﬂyﬁn pelaksanaan staf yang
berkedudukan (ﬂga‘?veah Dir I/ Ham dan Trans é%krim Rolri, Kasat Opsnal
I Dif Reskriré:\Um Polda MetroJaya kas_at Opsn‘f@it Réskim Polda dan
Kasat ReskifPolres. - : i = : ) me
1. DasanPembentukan UnltPeIayanan Pere'mpuan dam Anak

a. Undang-@ejng Norhér 39 Tahuh 1999 T&ang Hak Asasi Manusia.

b. Undang-UndMWh‘lKuB@&?;mang Kepolisian Republik
Indonesia, : s |

c. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban.

e. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

f.  Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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g. Undang-Undnag Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

h. Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA)

i. Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2007 Tentang OTK UPPA

j. Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan ruang
pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau korban
tindak pidana.

k. Peraturan Kapolri Nomef 8 Tahuh 2009 Tentang Implementasi prinsip

dan standar’H &MH&M .ant kepolisian RI.
an stan @/pd ! W Ugas kepolisian

l. PeraturanQ%polri Nomer 14 Tahun‘%Z Tentang Manajemen

penyldlﬁn Wiy ey A
m. Peratmn Menterl PP dan PA Ne.. 1 Fahufl2010 tentang Standar
Pelayanan Mlnlmal Pelayanan Terpadu bagl Perempuan dan Anak

korban kekerasan

. Visi dan\Misi %PA Polres Buklttm&%?“

Berdasarkan sejara dan peraturan pembentukan Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak, dibentuknya Unit ini mempunya| visi dan misi yang

ingin dicapai yaitu :

a. Visi : Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan
anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional
penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak
sebagai pelaku kejahatan.

b. Misi Unit PPA Polres Bukittinggi sebagai berikut :
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1) Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang
menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan dan
kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dan empati.

2) Memberikan pelayanan secara cepat dan professional kepada
perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan,
trafiking dan tindak pidana pelecehan seksual.

3) Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak

4) Menciptakap-fasa am'ah 'da.r.l hyaman kepada perempuan dan anak
korban kej‘aezpa&') M UH[]/W
5) Me%ﬂées sampal kepengadllan paraﬁaaku kejahatan dengan
S ko@n perempuan dan anak . —L 4
6) PEegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku
: keJahatan
3. Fungsi dan Peranan Unit Pelayénén Perempuan dan Anak Polres
Bukittinggi 0@ | Q\?“
a. Adapun fungsi darl (T tﬁﬁl&a%mt Pelaya.nan Perempuan dan Anak
Polres Buklttmggl adalah
1) Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban
kejahatan/ kekerasan dalam rangka penegakan hukum.
2) Melakukan penyidkan perkara terhadap perempuan dan anak
pelaku kejahatan/ kekerasan

b. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi ialah

sebagai berikut :
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1) Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi
korban kejahatan/ kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan/
kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai
pelaku.

2) Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/ lembaga
terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang
menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan
anak yang mefjadi péléku kejahatn/ kekerasan.

4. Struktur Organisag{@&n%”!dﬂm\ Perempuan dan Anak
eN o N\

(Unit PPA) Polres B.u;k-ittiﬁ?@
“Kapolres Bukittinggi+=. 5>
AKBP Wahyuini Srizk-estasi (S.). K-

<
&
<
>

d‘ Wakapolres Bu’kitti:hqcli & _

POL Suyatno, S, S H,

Kasat Reskrim Bukittinggi
AKP Ardiansyah Rolindo Saputra, S.I.K, M.H

Kanit PPA PS Kanit 111 PPA
Bripka Dedeng Vikardi, S.H Mesa Yulisna

Regif Rio Dewana

Wiranda Rian Saputra
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Dalam pembahasan ini, tentunya penulis akan membahas bentuk
perlindungan hukum serta penulis akan menyampaikan gambaran-gambaran
data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu dari Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak Polres Bukittinggi. Polisi Resort (Polres) Bertugas sebagai yang
menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara suatu keamanan dan

ketertiban ditengah masyarakat.

Tugas serta wewenang di#Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres

Bukittinggi tersebut sebagai berikut :
S MU A

1. Untuk membertlgis elayanan terhadap/{q rakatidan diutamakan untuk
Y

perempuan_\é.en anak (I, . ; .VO’,
~ \ _
2. Untuk meRangani kasus-kasus.tindakzpidanasyangpterjadi pada perempuan

danlanak yang mehjadi_k_diban_
Maka dari itu, ure{iéh"dia_t;s}te"r:itang' .Iokasi péﬁélitian tersebut, dengan

itu bentuk perlihﬁ‘@an hukum f[erhadép analv'éﬂg menjadi korban tindak
pidana pembuangan ol rTrERaAa@% adalah tindak pidana kekerasan
yang memiliki dampak..yang sangat besar.dan~buruk terhadap anak, maka
dnegan itu terdapat pasal 1 ayat (15) huruf A Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak.

Untuk melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak
yang menjadi korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung

tersebut pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi penulis
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telah mengambil kasus Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana
pembuangan oleh orang tua kandung, dimana dalam kasus tersebut terdapat
melakukan tindak pidana pembuangan yang mengakibatkan korban yaitu
anaknya sendiri yang masih dibawah umur menjadi korban yang dilakukan

oleh orang tua kandungnya.

Berikut merupakan jumlah suatu tindak pidana terhadap anak korban
pembuangan oleh orang tua kandung yang pernah ditangani oleh Unit

Pelayanan Perempuansdan-Anak Polres Buklttlnggl berdasarkan data berikut:

s M UH4
Tindak Pidana Te{g@?Anak Korban angan Oleh Orang Tua
Kandung'+ -/
_\‘fél Wilayah Hukum Polres Buk%gi '
NO TﬂUN N Jumlah Tlndak Pldana ‘fEhadap Anak Korban
= —= Pembuangan Ofeh Om]g Tua Kandung
2 2020 77V \ !
&
3 221 ?rdak Add
4 2022 TE R A P  Tigék/ada
Jumlah ' 3

Sumber data : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi

Maka dengan itu dapat diketahui dari table diatas terdapat 4 (empat)
Tahun terakhir ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 kasus
tindak pidana terhadap anak pembuangan oleh orang tua kandung yang terjadi
di bukittinggi yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Polres Bukittinggi yaitu sudah 3 kasus. Dari ketiga kasus tersebut rata-rata
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umur anak yang dibuang oleh orang tua kandungnya masih di bawah umur 2
(dua) Tahun yang mana masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang

dari kedua orang tuanya.

Oleh sebab itu perlunya perlindungan terhadap anak yang menjadi
korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung dengan
sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 59 ayat (1) huruf I Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terdapat bentuk
perlindungan anak dengan melakukan atau melalui upaya seperti pihak yag
menemukan anak te@&‘%elaporakan‘ﬂeﬂqﬂ@nhak kepolisian bahwa telah
menemukan a@‘ kemudlan dengan menerlmy@poran tersebut penyidik
dapat melaklgn tindakan penyldlkan dan memberlkﬁperlmdungan terhadap
korban teysett. — = me

Pada, saat itu perlur adanyaupaya unfuk mémbérikan perlindungan
terhadap korba@ dengan cara memberlkan &paya rehabilitas medis,
pendampingan pmkﬂ& saat gew?Batan sampai saat pemulihan
korban, dan rehabilitas s;TEF(ﬁalam Ie_mbaga dan diluar lembaga.
Sebagaimana dalam bentuk perlindungan anak yang menjadi korban tindak
pidana pembuangan oleh orang tua kandung pada Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak Polres Bukittinggi yaitu dengan cara memberikan perlindungan

seperti 2

2! Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 13.55 WIB)
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1. Upaya pemberian perlindungan dari identitas melalui media sosial dan
menghindari dari labelisasi

2. Memberikan jaminan keselamatan bagi saksi dan korban baik secara fisik,
mental maupun sosial

3. Mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di dalam lembaga

maupun diluar lembaga

Beberapa tahap-tahap _petlindungan yang diberikan oleh Unit

Pelayanan Perempuan“danAnak Polres BuKittinggi terhadap korban sebagai

| MUHq , \

berikut® : %6 P‘S 4@@

1. I\_/Ie_ndapatlﬁoperlakuan secara -manqsiaw_i dan@;nLempatann_ya dipisahkan
dari pela@di Unit Pel_ayénén-Pér_gmp'uan' dan AnakePolres Bukittinggi.

2. Unit PeLaDyanan Peferﬁpt};}n dan_}An_ék:Polres Bukittinggi meyediakan
petugas-pendamping khususbaglkorban baik it dafi wali atau pihak
lainnya yang@&it. . ] .. ?§

3. Pemantauan\dan %t‘?zﬁ. ﬁ(ﬂ]egipgkembangan anak secara terus-

menerus melalui upaya.-rehabititasi medisdi Puskesmas atau Rumah Sakit.

4. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan berkahir.

5. Setiap anak yang menjadi korban mendapatkan Perlindungan dari
pemberian identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi.

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua

atau keluarganya.

22 Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.05 WIB)
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Bentuk perlindungan identitas dari media sosial dan menghindari dari
labelisasi itu diberikan agar nanti kelak korban saat memasuki jenjang sekolah
dan dilingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik dan tidak dikucilkan
serta didskriminasi. Upaya rehabilitas medis yang diberikan Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi terhadap korban seperti membawa
anak tersebut ke rumah sakit Yarsi selama 1 minggu, memberikan ASI

tambahan, dan melakukan imunisasi terhadap korban.?®

Diterangkan bahwa dalam tindak pidana pembuangan oleh orang tua
MUK~ |
kandung yang korbaqﬂyh%arupakan mﬂﬂ@%rang anakyang dikategorikan
S :
masih dibawahdmur atau belumgberusia 18 (dﬂ@m belas) Tahun menurut

Undang-Und@ Nomro.35 T-ahun_ 201_4'tentahg .Perl@ungan Anak. Maka hal

ini diatur daan pasal /6 huruf f ayatziyén'g dipérjelas%alam pasal 76 huruf B
Undang-Undang PerlindUngéﬁ_'_"A-'hék?jr_hehyebu_tkan. bahwa : “Setiap orang
dilarang menem@kan, membi.ar-kah, mélibatkan@enyuruh melibatkan anak
dalam situasi salaf%}qn%[_antara Sertéﬁﬁﬂ?ﬁn_gan anak untuk menjamin
hak-hak anak % tersebut agaEF\k:ﬁ}p, ‘tumbuh;! [berkembang, dan bisa
berpartisipasi dalam menjalankan sesuai dengah harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendaptakan perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi demi terwujudnya anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia

dan sejahtera bagi bangsa Indonesia”.

2 Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.20 WIB)
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Hak anak yang mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

1. Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari perlakuan diskriminasi,
pembuangan anak, penelantaran, kekejaman kekerasan, serta
penganiayaan dalam ketidakadilan perlakuan yang salah.

2. Hak yang dirahasiakan bagi set_iap anak yang menjadi korban dan

perlakuan kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum

s MUK | | o
3. Hak untuk mend{ﬁ@h bantuan huﬂ% bantuan lainnya bagi setiap

2,
anak yang rq§fadi korban dalam tindak-pida‘r%
< N \ ) ./ 7,

S, ' !
Dengafr adanya “hak untuk, anak“tersebut maka perlindungan yang
> = > T

diberikan| dari tingkat pen_y_i&_é_k pada__,i)n.it Pe’layanan Perempuan dan Anak
Polres Bukittinggi, pada dasanya ?__..r..hé'm.baWa sutau'dampak positif dalam
proses peradilan@?jna dan'rﬁembawa d_ampak raﬁa keadilan bagi warga atau
masyarakat khUSUSﬂMS@T?ﬁpﬁirB P‘Q\V _

Ditinjau darihak lainnya séperti hak.anak“tintuk mendapatkan identitas
baru tentang korban yang menjadi tindak pidana pembuangan oleh orang tua
kandung, maka korban mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh
bantuan hidup sampai batas waktu perlindungan itu berakhir hampir tidak
pernah diberikan oleh pihak Polres Bukittinggi, dalam hal tersebut masih
banyak lagi kendala yang dihadapi dari sudut finansial dan keterbatasan
personil sehingga hak-hak anak ini hampir jarang yang diberikan kepada

korban dalam tindak pidana. Maka dengan tidak dilakukannya atau
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diberikannya hak tersebut bisa membuat pelaksanan dalam memberikan
perlindungan akan hak-hak korban dalam suatu tindak pidana sangat terkesan
minim. Oleh karena itu akan berdampak buruk bagi masyarakat yang
dirugikan bahkan memperburuk citra serta menjadi sorotan institusi
Kepolisian Polres Bukittinggi adalah pihak pertama sebagai gerbang

penegakan hukum di Kota Bukittinggi.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban

yaitu sebagai berikut %
?.5 MUHA]
1. Melakukan pe%uﬁk aan terhadap ko%@dldalam ruangan pelayanan

khusds/ya gauangan yang aman dan nyama@agl yang diperuntukkan
korban tm'gak pidana: korbannya adalah anak 'p
2. Pemerlksgn terhadap korban yang dilakdakan oleh petugas dengan

memperhatikan hal-hal sebaga| berlkut

a. Menggur@z; bahasa yang mudah dlpahar&oleh korban.

b. Petugas tldaiﬂ@qh a%rﬁg?alan dinas agar korban tidak
takut. T’Erﬁq}&

c. Saat korban menangis ketika diperiksa harus membujuk atau
menghibur korban supaya tenang.

d. Dalam melakukan pemeriksaan petugas harus bersikap yang dapat

melindungi serta bersahabat dengan korban.

e. Memberikan pelayanan tanpa bertindak diskriminatif

2% Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.30 WIB)
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f. Selama melakukan pemeriksaan petugas harus melihat situasi dan
kondisi fisik serta kejiwaan korban.

3. Melakukan identifikasi dan pencatatan keadaan korban yang dilakukan
oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi

4. Memberikan pelayanan medis untuk kepentingan korban

5. Memberikan konsumsi dan perlengkapan untuk korban selama di
penampungan sementara yang telah di tentukan oleh Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak Polres.Bukitt.inggi

6. Merahasiakan idep{ilpg&aM%A]awksi baik itu dalam pemberitaan

\
mediacetak@%un media elektroniks~ ¢/
_ s | 3, \
- N Wiy Q2 N7

Dalars\/lelakukan ident_ifj}gasi_-dan_pencatata&keadaan korban yang
dilakukan oa Unit.PeIayaﬁén Pe-réthpUan dan Aﬂmtx Palres Bukittinggi,
seperti ‘memberikan pemeri-ks_ééﬁ'_ "f'i'_s,_ik' dan psikis,, memberikan visum et
repertum atas p&{nintaan atau -keterangan polisjﬁdan memberikan rujukan
lanjutan sesuali kew$ban. Sertaée&ﬁn?r: Medis yang diberikan oleh
Unit Pelayanan) Rerempuan (EnR&k Polres—BukKittinggi terhadap korban

sebagai perlindungan awal yaitu memberikan perlindungan lanjutan berupa

rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis.

kemudian Unit Pelanyanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi
memberikan perlindungan terhadap korban berupa merahasiakan identitas
korban guna di masa depan nanti agar korban tidak di mendapat diskriminasi,

meliputi : Nama korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain yang dapat
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mengungkapkan jati diri anak korban harus dijaga baik itu dari media cetak

maupun media elektronik.

Dalam upaya perlindungan anak yang telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal
Perlindungan Anak pasal 1 angka 2 merupakan segala kegiatan yang
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, dan
berkembang, dan beradaptasi seeara o_ptimal dengan harkat dan martabatnya

sendiri. Sebab dalamspertindungan hukum_terhadap anak perlu diupayakan

S M U}l )
secara terus-menerUS'\erh‘ rciptanya %an oleh anak.
‘b .V

Disam%g itu ada yang ber_tanggUhg ja@i unt_uk_ melakukan dan
memberikani;rlindungan terh_adab____thum .terhadapkorban yang menjadi
tindak pidana:pembua'ngan: oleh o_ran'g}tua. kahdung tid:zli:l'< pula pemerintah saja
yang melindungi atau keluarganamun untuks masyarakat yang luas juga.
Dalam bentuk @'ndungah hukum yahg diberi&n oleh Polres Bukittinggi

terhadap korban ti% ﬁ% &%@Q‘g;k yang menjadi korban

pembuangan oleh orang-tua kandung.sebagai b_erikut25 :

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi bekerja sama
dengan lembaga Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) yang berlokasi di JL.Adiyaksa, Belakang Balok, kecamatan
Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, yang beranggotakan dari Polisi,

Rohaniwan dan Dinas Kesehatan (Dinkes)

% Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.50 WIB)
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2. Bekerjasam dengan Pekerja Sosial (Peksos) dalam tentang Psikologi
dalam pemenuhan dan pemulihan mental korban
3. Bekerjasama dengan instansi seperti Dinas Sosial (Dinsos) dalam

menyediakan rumah aman bagi korban.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat
antara lain : ialah pengembangan, kebenaran, keadilan, dan kesehjateraan
anak. Sebagai korban bagi seorang,anak sangat terkait dengan sikap mental
dalam memperoleh perlakuan dari aparat-penegak hukum dan instansi terkait
untuk mengoptimal\@ika? p‘;{a‘ﬂg&lﬁ;’éﬂ%ak yang ada padanya dan
tidaklah tepat cﬁa dipersamakan dengan-or dewasa, oleh karena itu
jaminan atas grlmdungan analf__.n]_q:t_l.ak harus dllaksaykan demi kepentingan
terbaik bagi Rrkembangah dan pertufﬁbuhan ahak te%out. Mengkaji tentang
Hak Asasi\Manusia (term.asl.Jk-.di'dal'éi'_rﬁn_ya'_adanya hak-hak anak) keberlakuan
bersifat universallspahwa yan'g.rherhiliki- hak-hak,Qu adalah manusia sebagai
manusia, dan buk%lqn%_ciri-ciri t%e‘itq\g‘ng dimilikinya yang wajib
diperlakukan dengan-cara terteﬁlﬁaﬁ; tepat.

Bahwa Hak Asasi Manusia menyangkut segala aspek kehidupan
manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi,
anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat
jaminan perlindungan hukum. Jadi apabila hak-hak dasar manusia termasuk
hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah
masyarakat akan menjadi kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa

tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa juga dikatakan sebagai
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penegakan hukum di Indonesia sendiri apa yang ada di terori tidak sesuai

dengan praktek dilapangan.

Jadi berdasarkan dari uraian penelitian diatas dapat diketahui pada
pelaksaan hak-hak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung
pada Polres Bukittinggi ada beberapa belum yang terlaksana secara baik dan
dimana yang ditetapkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungah Anak yaitu agar anak tersebut mendapat
perlindungan dan hak# haknya sebagal anak juga dilindungi yaitu hak untuk
hidup, tumbuh kem{&p&‘%an berpartlsﬂp@@ ara optimal sesuai dengan
harkat dan ma@t kemanu5|an serta perllnd n hukum dlberlkan agar
mendapat pe@dungan darl kekerasan dan dISkI’lmInaﬂ Dan Pasal 90 ayat (1)
Undang- Unng No L& Tahun 2012 Tentang Slsterq:Peradllan Anak yaitu
Jaminan: keselematan fISIk mental dan 505|al anak belum dlberlkan oleh Unit

Pelayanan Perem&gan dan Anak Polres Buklttlngg\

?~
%4 TERA B"Q‘
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B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan
Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua
Kandung Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Perempuan
Dan Anak Polres Bukittinggi
1. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban

Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung

Pada dasarnya korban kejah_atan ialah terjadinya penderitaan dalam
satu tindak pidana sehingga harus dipérhatikan apa saja kebutuhan yang
disebabkan atas\-t{pﬁté pidana |tu%@ndala yang dihadapai Unit
Pelayanan Iig%?puan dan Anak Polres: Bul%ggl terkhususnya tentang
memben@ perllndungan hukum pada saat pel;Esrlksaan terhadap anak

yang meadl korba#n tmdak pldanatersebut as

Tentunya dalam"hal.tersebu-t' . adanya-kendaila internal dan eksternal
yang terjadi %Umt Pelayanan Perempuandqn Anak Polres Bukittinggi

dalam memberfaﬁqpfrgﬁlﬁargpg}dap korban terkait kasus

pembuangan oleh orang.tua kandung.tersebut.yaitu :

a. Kendala Internal yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak Polres Bukittinggi. Ada beberapa kendala internal yang dihadapi
oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam

memberikan perlindungan terhadap korban yaitu *°

% Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 15.05 WIB)
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1) Kendala internal pertama adalah dimana sudah dibuatkannya
bangunan baru untuk ruangan pemeriksaan seperti rumah yang
dipisahkan ruangannya untuk menjadi aman bagi pihak yang akan
diperiksa dan diberikan perlindungan di ruangan tersebut, akan
tetapi ruangan itu tidak berjalan efesien dalam proses pemeriksaan
korban dan saksi karena ruangan tersebut tidak dibedakan secara
baik hanya pembataspintu saja yang memisahkannya ruangan

tersebut membuatfidak berjalan sesuai Undang-Undang yang

mengaturn)e.pks N‘UHA] )~
) '

2) Ken@ internal kedua yaitu__kurar@léa personil Polisi wanita
(Péﬁ/an) pada Wnit PeIayanan_-Perem-p'uan dan Anak Polres
Bkittinggi sebab tidak hahya-anak $aja yag akan ditangani oleh
Unit PeIayanan'.l_?'e'r..:émp-)uah:h.dah_ AnakiPolres Bukittinggi tetapi juga
peferhpuan baik; it'u-'. yé'ng sudah. dewasa ataupun masih anak

dibavg%. — 'Q\?“

b. Kendala Eksternﬂ]];%kih%api oleh Unit Pelayana Perempuan

dan Anak Polres Bukittinggi

Ada beberapa kendala eksternal yang dihadapi oleh Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dalam memberikan

perlindungan terhadap korban yaitu :

1) Belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
di Polres Bukittinggi, karena tidak adanya lembaga tersebut

mengakibatkan perlindungan korban tidak berjalan secara optimal,



2)

3)
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sehingga perlindungan yang diberikan oleh pihak Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi menggunakan dan
memanfaatkan fasilitas yang tersedia saja seperti di tempatkan
dalam ruangan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polres Bukittinggi sat ini. LPSK dan perlindungan hukum
berhubungan sebab suatu pelayanan yang snagat wajib diberikan
oleh pemerintah dan bisa memberikan rasa aman kepada setiap
warga. Bahkan dalarﬁ pentihg’nya perlindungan hukum inilah dapat
menjadi sg{ap&atMHmWa Undang-Undang Nomor 13
\ _

Tahtz?%% Jo Qndang-Undang .Non@éSI Tahun 2014 Tentang
Peﬁﬁdungan Sak$i-d'an"Ko_rban. Da_lamﬁndahg-'uhdang tersebut
Ie§baga harus' bertanggungjawab _dalam%berikan perlindungan
dan, bantuan padasakSIdan korbanryang dihamakan Lembaga
Pe.rli.ndungan Saksi aén.k(.)lrb.an (LPSK).

Dari t|os?<ayweluarga yang tidak'@?‘akan mengenai hal ini dan
masyérakat ﬂﬂE Eﬁl&nﬁa? tidak. tahu bagaimana cara
melaporkan disebabkan kurang tauhya bagaimana cara melaporkan
ke pihak Polres Bukittinggi

Dalam kasus ini terkait Perlindungan terhadap anak korban tindak
pidana pembuangan oleh orang tua kandung, saat ditemukannya
anak tersebut saksi yang melihat kejadian tersebut tidak jelas,
kemudian pelaku sekaligus orang yang menemukan anak tersebut

yang berpura-pura menemukannya berdalih ingin mengadopsi anak
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anak tersebut yang membuat penyidik bingung dan curiga terhadap
orang tersebut. Dalam Undang-Undang telah menyebutkan
khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
pembuangan oleh orang tua kandung disediakan tempat yang aman
sebagai tempat pemulihan kondisi fisik dan psikis anak. Namun
orang tua saja memperlakukan anaknya seperti itu dan sampai
sekarang belum diketahui dimana rumah yang dapat dijadikan

tempat pulangterayaman dan'aman 21

Berdasarl\aﬁ Ph?ﬂ wawan‘gp@%ngan narasumber, peneliti
menganahswga‘hwa tampak beberapa Kenda%n Kelemahan yang cukup
dalam pg(sanaan L.Jnd:arjag-_rLIJ_p.(.jang .Nomor @Tahun 2006 tentang
Perlinduf@an Saksi dari K:Sfban, k@édsnya menga:c\i :

1. Kelempagaan yang"- belum ?__..fﬁér._r.ladai untuk 'mendukung tugas dan
fungsi baip alam mérﬁberikan pé_rlindun terhadap korban.

2. Keterbatasan %QOT _ gpgmkas_i pada kualitas dalam
pemberian_layanan perEcﬁr&n terhadap saksi maupun korban.

3. Tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebab lembaga
tersebut merupakan lembaga yang sangat penting baik itu bagi korban
maupun saksi.

4. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian perlindungan

yang masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

27 Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 15.20 WIB)
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Selain kendala diatas juga ada beberapa kendala yang dialami oleh
instansi terkait yang memberikan perlindungan terhadap korban yaitu
korban di titipkan ke salah satu panti asuhan di Bukittinggi hamun saat
mau dititipkan di panti asuhan tersebut terkendala sebab panti asuhan itu
sudah penuh dan kendala lainnya adalah mengenai biaya terkait selama
anak diberikan perlindungan seperti dalam memberikan upaya rehabilitasi
medis yang membutuhkan b_iaya tidak sedikit dan biaya keperluan korban
lainnya selama diberikahnya:'périinau'hg'an

Jadi berd@rhﬂ darl uralan fogv@m@n diatas, bentuk perlindungan
yang dlberl@‘ oleh Iembaga atau mstansf%alt mengalaml beberapa
kendala gm memberlkan perllndungan terhad't‘ korban maka dari itu
perlu peRitlan khusus darl Pemerlntah dan Nea;-lra demi terwujudnya

kesehjateraan anak sesual yang telah dlatur dalam Pasal 11 ayat (3)

Undang- Und@g Nomor 4 Tahun 1979 tentang«esehjateraan Anak.

G >
%4 TERA B"Q‘
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2. Upaya yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres
Bukittinggi dalam memberikan Perlindungan Terhadap Anak

Korban Tindak Pidana Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung

Terjadinya tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung
mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap korban terlebih
dahulu dilakukan upaya pencegahan, tujuan untuk melakukan pencegahan
terhadap anak supaya me_nguran_gi tindak pidana pembuangan yang
dilakukan oleh orang-tua kandung' dartsusaha untuk melindungi anak

MU
sebagai korban&%? seharu!r;{/é

/ﬁﬁe@apatkan perlindungan dari
gangguan-g@‘guan yang tidak sewajarnyé?@ka dengan itu penegak
g.hukum, guarga serta ,ma}?ygfékat'-saling beke@ama .dallam mengatasi
peningkaan tindakjpidan;é{ pemb@hgénj yéng di&ukan oleh orang tua

kandung dan diharapkén’ _t'idék:adé;lagi '.korban seperti’ini lagi selajutnya.

Bebe@& upayé penanggullang.an yﬁgg dilakukan oleh Unit

Pelayanan Peren‘g@q A aﬁp%rp%x:ittinggi dalam memberikan

perlindungan terhadap-korban-sebagai-berikut®®.;

a. Memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin terhadap anak
dan menggunakan fasilitas yang tersedia

b. Meningkatkan keamanan dilingkungan masyarakat serta saling
membantu untuk dilingkungan sekitar supaya tidak ada lagi terjadinya

kekerasan yang dialami oleh anak

%8 Wawancara dengan Briptu Mesa Yulisna, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 10.40 WIB)
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c. Setiap daerah atau tempat-tempat yang menimbulkan kriminalitas
supaya memberikan peningkatan aturan yang tegas agar tidak terjadi
kekerasan khususnya terhadap anak yang menjadi korbannya.

d. Dalam keluarga harus meningkatkan hubungan orang tua dan anak
agar bisa memberi perhatian, nasehat, dan bimbingan untuk tidak ada
lagi tindak pidana yang mana anak menjadi korbannya.

e. Partisipasi dari tokoh-tokoh masyarakat agama dan msyarakat
sekitarnya dengan_itu bfsa me.m'bi-mbing, mengubah pola pikir, dan
pola ajar agar,{i@&n%ﬂh&%atan yang yang dapat dipidana
serta me@(g’ﬁ!}atkan kesadaran rﬁasyarfl?ﬁgn keluarga sendiri untuk

_ —h ),
tidak l@ melakukan kejahatan/terhadap anake

Dagan usaha=mencegah terjadinya anal;yang menjadi korban
tindak \ pidana pemb'uar_igah””dléh._'ofang tua kandung bentuk usaha

pencegahan iﬁs perbuatan yéng tidak/pada sgqestinya itu dilakukan oleh

orang tuanya. Q@y Aalam hal ini pr Q\&;ﬂcegahan tersebut berperan
. PR A g

penting untuki-melindungi anak agar tidak-menjadi korban, sebab dapat

menganggu tumbuh dan kembang anak kelak.

Langkah-langkah yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak Polres Bukittinggi dalam penanggulangan yang menjadikan acuan
untuk masyarakat beserta pemerintah dan aparat penegak hukum serta cara

menangulangi tindak pidana pembuangan oleh orang tua kandung vyaitu :

a. Aparat kepolisian sebagai pelindung, mengayomi, serta memberikan

pelayanan khususya dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
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Polres Bukittinggi, sebab harus sangat teliti dalam mencari alat bukti
seperti luka lebam yang disebabkan, hasil visum, dan keteranagan
saksi-saksi agar pelaku tindak pidna bis disangkakan, karena sering
terjadi kasus pembuangan anak tersebut sering di bebaskan karena
tidak cukup alat bukti yang bisa dikuatkan bagi tersangka.

b. Dalam media sosial dapat membantu proses penanggulangan terjadi
suatu tindak pidana pembuangan anak dengan cara mengadakan atau

membuat berita~atau-Kasus pembtangan anak akan tetapi identitas

anak dirahasi*ap&ﬂ%“ﬁnﬂ w%;rakan pelaku menjadi sempit

dap piha@%ollsmn akan Ieblh mudah nﬁggkap pelakunya. Dengan

hal |tu$arat penagak hukum bekerjasama de»fgan plhak media supaya
angka_.ﬁndak pldana pembuangan anak dengaridara membuat informasi
dan menayangkar_] __ancaman-' h_ukumannya atau dengan penyuluhan
hukum bahaya akan t.ind.z-{.k pldana tersebu%akni I
1) Med|§%3epertl TeIeV|S| R@?’Internet, dan sebagianya .
2) Media\Cetak sps[rE %a ajalah Poster, dan Menempelkan
spanduk di tempatumum dan sebag'ianya.'

c. Melakukan sosialiasi ke tempat-tempat yang dianggap memilki
pengaruh besar seperti di tempat umum, sekolah, perkantoran, dan
wilayah yang tidak terjangkau oleh akses informasi baik itu dari media

sosial maupun media cetak.

9 Wawancara dengan Briptu Mesa Yulisna, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 11.00 WIB)
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d. Adanya suatu dukungan oleh masyarakat dalam pengungkapan kasus-
kasus pembuangan anak yang berada disekitar lingkungan masyarakat
dan bisa pihak dalam masyarakat mengetahui telah terjadi
pembuangan anak, kemudian masyarakat melaporkan ke aparat
penegak hukum atau kantor wilayah hukum disekitar lingkungan
masyarakat setempat.

e. Perlunya lembaga-lembaga yang bergerak dalam memberikan
perlindungan terhadap énak dépat- dilakukan upaya penanggulangan
klau terjadi tg{hw@ Ml!“,ﬂt@ anutamakan hak seorang anak
seperti p@jungan terhadap anak yang‘%énjadl korban, sebab anak

ma5|h.@cll dan butuh perllndungan orang dev(asa
< v

S'am upaya diagtas, berqasark_an wawa;tara peneliti dengan
narasumber, upaya .'pehahg'g'ul'éngan'_ .yang dapat/ dilakukan terkait

pembuangan Sqak sebagai berlkut

a. Memberikan %@Wh ﬁn%lpg‘terhadap masyarakat terkait

akibat-aKibat_hukum_yang-dapat.timbl apab_ﬂa melakukan kejahatan,
terutama kejahatan pembuangan anak.

b. Memberikan pemahaman tentang perilaku negatif kejahatan
pembuangan anak dari sudut pandang keagamaan, disini peran tokoh
agama sangat berperan vital untuk menasehati semua individu agar
tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang bisa berujung kepada

dilakukannya perbuatan kejahatan pembuangan anak.

%0 Wawancara dengan Briptu Mesa Yulisna, Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 11.17 WIB)
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c. Menjelaskan tentang adanya sanksi pidana yang dapat timbul jika
melakukan suatu kejahatan, masyarakat memiliki sanksi sosial
tersendiri diluar sanksi hukum yang berlaku. Sanksi sosial tersebut
tidak hanya menghukum kepada pelakunya tetapi juga berimbas
terhadap kelauraganya yang di asingkan dalam kehidupan
bermaysrakat. Menjelaskan sanksi khusus yang diatur pada Pasal 77B
Undang-Undang Nomor /35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang=23 Taﬁun 2002 tentang perlindungan Anak, secara
khusus bentu@e{g{&k MIMMWHQ wajib didapatkan oleh anak-

anak bahIan‘fermasuk anak yangbaru dllﬂiékan.
RNV RON

BS»asarkan ha,s_il'_.\_/:\_/la_iwanCara 'denga"n;naraéumber, peneliti
mengand@is bahwa kebi_'j:akan uﬁéya penanggu%gan yang ada sudah
cukup haiks Upaya-upéya'. b_éhéhdg;ul_angan dapat dilakukan dengan adanya

kerjasama dffgan beberapa- pi.hak'lnstansi ,Qrkait. Masyarakat diajak

untuk dapat bgp%s%g_ara aktif %eﬁe& pengawasan, pencegahan,
penangkalan; dan melaporgaﬁ epada pihak-kepolisian. Penanggulangan
kejahatan pembuangan anak ini dapat diubayakén dari peran aktif orang
tua untuk selalu mengajarkan dan membimbing anaknya untuk menjauhi
perilaku tercela dengan lebih menekankan pada pengetahuan agama.
Agama memiliki ajaran-ajaran yang mampu mengendalikan tingkah laku,
dalam kehidupan sosial maysrakat berperan memberikan nasuhat untuk

senantiasa memaknai nilai-nilai moral yang ada dan berkembang di tengah

masyarakat.
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Perlu adanya upaya lain selain kebijakan penanggulangan melalui
jalur  seperti  penyantunan, pendidikan sosial dalam rangka
mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat dan sebagainya.
Pembuangan merupakan hal yang lama ditengah masyarakat terlebih lagi
kejahatan pembuangan sudah sering kali terdengar di masyarakat atau di
media sosial. Namun hukum vyang diberikan pada pelaku kejahatan
pembuangan tersebut sering sgkali tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan

dan perlindungan yang-diberikan—-eleh=lembaga-lembaga atau instansi—

instansi terkait puu@@ﬁ SMLHM@W4L$| bagi korban.

Apabﬁ‘ eluruh Iaplsan masyarakat%rat penegak hukum, dan
pemermt@alah mengupayakan untuk pencegahayerjadmya suatu tindak
pidana p?nbuangan anak dengaq_ cara_ menggﬁkan pencegahan dan
apabila dengan hal ifd .té'rée"blgj't "fi'(..iak' berjalan dengan’ yang diaharapakan
maka dllaku dengan’ cara penanggulanga&untuk menyelesaikan dan

memutus\,apa %‘a jadi”dalam s w&ns pembuangan anak yang

dilakukan oleh-erang tua kamﬁngnya

Jadi berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, apabila langkah-
langkah itu terlaksana maka berguna untuk memberikan perlindungan
terhadap korban dan selanjutnya digunakan penanggulangan terhadap
anak korban pembuangan oleh orang tua kandung sebagaimana yang telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak.



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa :

1. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak Polres Bukittinggi terhadap anak yang menjadi korban tindak
pidana pembuangan oleh orang tua kandung seperti rehabilitasi medis
seperti : dilakukannya pemeliharaan dan merawat korban, pemenuhan

kebutuhan gizi, pefbefian susu tambahian, melakukan imunisasi secara

rutin, dan_cek té;&ﬁtﬁn%n d‘\e{llgaﬁ}é% f-Rehabilitasi sosial seperti :
merahasiak@ﬂentitas quban_ dan Iabelisaﬁ@k itq dari media cetak
maupun @ia elektrqni,lg_, dlberlkannya tempat'%nampdngan sementara
bagi koaan, dan= meniBerikan .":;_kdnsum.si daF perlengkapan sesuai
kebutuhan korban, pehdétﬁpih;géh'_tps_i'kc.)logis_ padaisaat pengobatan sampai
pemulihan, d@ pemberian pérlihdungan huku&
2. Kendala yang g/zﬂaﬂaif_leh Unit P . Perempuan dan Anak Polres
Bukittinggi dalam-kasus pgmﬁl&gaﬂ terhadap anak korban tindak pidana
pembuangan oleh orang tua kandung ferdapét beberapa hal seperti
Kendala internalnya vyaitu terbatasnya personil wanita yang akan
menangani kasus baik itu terhadap anak maupun perempuan, sedangkan

kendala eksternalnya yaitu tidak adanya lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK) di baik itu di daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
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Jadi berdasarkan dari uraian penelitian diatas dapat diketahui pada
pelaksaan hak-hak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua
kandung pada Polres Bukittinggi ada beberapa belum yang terlaksana
secara baik dan mengalami beberapa kendala dimana yang ditetapkan oleh
Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang.-Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak dan Pasal 90 ayaé(lmw Undang No 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradlla‘@&%ak yaitu Jaminan k/%étan fisik, mental, dan sosial

anak’ belugﬂlberlkan oleh Unlt Pelayanan P@mpuan dan Anak Polres

Buklttlnga < -:PI:

B. Saran

1. Supaya J tercipta- "dlén"" ke‘léhéaréh dalanﬁ .proses memberikan
perllndu% terhadap korban- dlpergénnya kerjasama dengan
Kepolisian Negaﬂ FE[RIAI%Sla dans pihak Unit Pelayanan
Perempuan dan=-Anak Polres Bukittifiggi  melakukan penambahan
personil polisi wanita (Polwan) di Unit Pelayanan Perempuan dan
Anak Polres Bukittinggi.

2. Demi kelancaran dan proses perlindungan maka harus ada Lembaga
yang dibuat oleh Pemerintah yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) baik itu di daerah provinsi maupun kabupaten/kota
agar terwujudnya hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur didalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
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Nama : Putra Pangestu

NIM : 181000274201199

Program Studi : lImu Hukum

Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan

Waktu : 02 Agutus 2022 s/d 02 September 2022

Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Pembuangan Oleh Orang Tua Kandung (Studi Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi)

Pembimbing I : Dr. Sukmareni, SH.,, MH
Pembimbing II : Azriadi,SH.MH
No Telp/HP : 0822 8454 0783

Sehubungan dengan hal tesebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat
memberikan izin Penelian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang
dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu
diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :
1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)

a

3. Pertinggal



3

0

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

ITTINGGY

-

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/fo(1/KKPol-KB/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Imu Pengetahuan dan
Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Barat Nomor 0901/IL3.AU/A/2022, Tanggal 2 Agustus 2022 Perihal Mohon Izin
Penelitian;

b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta
pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;

c. Bahwa sesual konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat
Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Putra Pangestu

Tempat/Tanggal Lahir : Bulittinggi, 14 Januari 2000

Pekerjaan * Mahasiswa

Alamat : Asrama Kodim JL Sudirman Blok B No. 3. RT 002 / RW 004, Kel. Sapiran, Kec.
Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi — Provinsi Sumatera Barat

Nomor [dentitas :  1375031401000001

Judul Penelitian : Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pembuangan oleh orang tua

Lokasi Penelitian 5

kandung { Studi Unit Pelayvanan Perempuan dan Anak Polres Buki 1ggi )
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kantor Kepolisian Resor Kota Buldttinggi

Waktu Penelitian ¢ 4 Agustus 2022 s/d 4 September 2022
Anggota Penelitian - -
Digunakan untuk :  Peneliian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1

2.

Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban
dan ketentraman umum;

Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti
aturan di tempat pelaksanaan penelitian;

Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi;

Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka
Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

LR ol

Bukittinggi, Z Agustus 2022
A.n. KEPALA X TOR KESATUAN BANGSA

Walikota Bukittinggi; 3y
Ketua Prodi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi;
Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi;

Arsip.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR BUKITTINGGI
Jalan Jenderal Sudirman 23, Bukittinggi 26137

-~

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/  /VIII/ 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi menerangkan

bahwa :
Nama . PUTRA PANGESTU
Tempat / Tgl Lahir . Bukittinggi / 14 Januari 2000
Suku / Agama : Minang / Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Identitas : 1375031401000001
Judul Skripsi . Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana

pembuangan oleh orang tua kandung (Studi unit
pelayanan perempuan dan anak Polres Bukittinggi)

Berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi Nomor :
070/1011/KKPol-KB/2022, tanggal 03 Agustus 2022.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah selesai melaksanakan penelitian
di Kantor Sat Reskrim Polres Bukittinggi digunakan untuk menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di . Bukittinggi
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI

T RESKRIM



